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P  U  T  U  S  A  N

     Nomor  127 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Tata  Usaha  Negara  da lam  pen in jauan  

kembal i  te lah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

KEPALA DINAS  TATA  KOTA DAN PERTAMANAN KOTA 

BOGOR,   berkedudukan  di  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  

8A,  Kota  Bogor ,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  

dengan hak  subst i t u s i   kepada  :  

1. IDA PRIATNI ,  S.H.  ;

2. IWAN HERNAWAN, S.H. ,  M.H.  ;

Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  berkan to r  d i  

Ja lan  I r .  H.  Juanda,  Nomor  10,  Kota  Bogor ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  01 

September  2009 ;

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  

Tergugat /Pemband ing  ;

m e l  a w a n 

1. NUGROHO,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Wiraswasta ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Raya 

Ciapus  Gang  Mastu ,  RT.  02/RW.10,  

Desa  Kota  Batu ,  Kecamatan  Ciomas,  

Kabupaten  Bogor  ;

2. JOHANA  PATTINASARANY, 

Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Ibu  Rumah  Tangga,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Curug  Permai  

Blok  D1- 55,  RT.  02/RW.  10,  

Kelu rahan  Curug,  Kecamatan  Bogor  

Bara t ,  Kota  Bogor  ;

3. HETTY  HERMAWATI  TJAHYADI,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Swasta ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Bogor  Raya 
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Permai  FA  IV /49 ,  RT.  03/RW.  11,  

Kelu rahan  Curug,  Kecamatan  Bogor  

Bara t ,  Kota  Bogor  ;

Ket iganya  ber t i ndak  untuk  dan atas  nama Gere ja  

Kr i s t en  Indones ia  (GKI )  Pengad i l an ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  35,  

Bogor ,  da lam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :

1. MAHAKATY,  S.H.  ;

2. H.  UJANG  SUJA’ I  TOUJIRI ,  

S.H. ,  M.H.  ;

3. LUHUT SIRAT,  S.H.  ;

4. FATMAWATI DJUGO, S.H.  ;

Para  Advokat /Pengacara /Konsu l t an  Hukum  pada  

Kanto r  Law Off i ce  “MAHA KATY & Assoc ia tes ” ,  

berkan to r  d i  Ja lan  Paja ja ran  Nomor  34,  Bogor ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  27  

September  2009 ;

Para  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  Para  

Penggugat /  Para  Terband ing  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta   Pemohon  Penin jauan  Kembal i   dahu lu   sebaga i  

Tergugat /Pemband ing  te lah  mengajukan  permohonan  penin jauan  

kembal i  te rhadap  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  241/B /2008 /PTTUN.JKT,   tangga l  02  

Februar i  2009  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  dalam 

perkaranya  melawan  Para  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  sebaga i  Para  Penggugat /Pa ra   Terband ing  dengan  

pos i t a  perkara  sebaga i  ber i ku t  :

A. 0byek  Gugatan  ;

Bahwa,  adapun  obyek  gugatan  dalam gugatan  yang  dia jukan  

oleh  Penggugat  ada lah  Sura t  Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan  

Per tamanan  Kota  Bogor  Nomor  503/208- DTKP  Per iha l  

Pembekuan  Iz i n  te r t angga l  14  Februar i  2008  (se lan ju t n ya  

disebu t  obyek  gugatan)  ;

B. Kewenangan Mengadi l i  ;
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Bahwa berdasarkan  Pasa l  1 angka  3 Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  junc to  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

menyatakan  bahwa  "Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  

Hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  bers i f a t  konre t ,  

ind i v i dua l  dan f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  

seseorang  atau  badan  hukum perda ta " .  Selu ruh  unsur  yang  

dinya takan  dalam Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  junc to  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

te rsebu t  te lah  d ipenuh i  o leh  obyek  gugatan ,  ya i t u  :  

a.  Obyek gugatan  merupakan  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dalam ha l  in i  berupa  Sura t  Pembekuan  Iz i n  Mendi r i k an  

Bangunan  ( IMB)  Gere ja  secara  te r t u l i s  yang  d ibe r i kan  

dar i  Tergugat  kepada  Penggugat  ;

b.  Obyek  gugatan  dike lua r kan  oleh  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ,  yang  dalam hal  in i  d ike lua rkan  oleh  Tergugat ,  

yang  memi l i k i  kewenangan  dan  jaba tannya  merupakan  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;

b. Obyek  gugatan  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  

yang  dalam  ha l  in i  ada lah  t i ndakan  membekukan  IMB 

Gere ja  ;

c . Obyek  gugatan  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  

d imana  dalam  sura t  te r sebu t  te lah  di tuangkan  dalam 

bentuk  Sura t  Nomor   503/208- DTKP per i ha l  Pembekuan  

Iz i n  te r t angga l  14  Februar i  2008,  d ibe r i k an  t i dak  

kepada  umum, te tap i  kepada  subyek  hukum te r t en tu  (GKI  

Ja lan  Pengad i l an  Bogor )  ser ta  te lah  def i n i t i f ,  

seh ingga  te l ah  menimbulkan  ak iba t  hukum berupa  hak  

dan kewaj i ban  pada pihak  yang  bersangku tan  ;

Konkre t  :

Obyek  yang  dia tu r  da lam  keputusan  Tata  Usaha  Negara  

di t uangkan  dalam  bentuk  Sura t  Nomor   503/208- DKTP 

per iha l  pembekuan Iz i n  te r t angga l  14 Februar i  2008 ;  

Ind i v i dua l  :
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  di tu j u kan  kepada  

Penggugat  ;   

Fina l  :

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

sengketa  te l ah  ber laku  def i n i t i f  ya i t u  pembekuan  iz i n  

mendi r i k an  bangunan,  seh ingga  te lah  menimbulkan  

ak iba t  hukum ;

C.   Kepent i ngan  Menggugat   ;

1. Bahwa  dengan  dike lua rkannya  obyek  gugatan  te rsebu t  

o leh  Terguga t ,  maka  Pembangunan  Tempat  Ibadah  yang  

dibu tuhkan  oleh  Para  Penggugat  untuk  menja lankan  

ibadah  menuru t  keyak inan  Para  Penggugat  menjad i  

te rhen t i  sama  seka l i ,  seh ingga  kepent i ngan  Para  

Penggugat  sangat  d i rug i kan  ;

2. Bahwa Para  Penggugat  te l ah  melakukan  banyak  pers i apan  

untuk  mengadakan  pembangunan  Gere ja  GKI .  Taman Yasmin  

a  quo  dian ta ranya  te l ah  mengadakan  beberapa  

per jan j i a n  ker j asama  dengan  pihak  ket i ga  yang  akan  

melakukan  pembangunan,  membel i  mater i a l /  bahan- bahan  

bangunan  yang  dibu tuhkan  dalam  pembangunan.  Hal  in i  

je l as  sangat  merug ikan  Para  Penggugat  karena  Tergugat  

mengeluarkan  obyek  sengke ta  secara  t i ba - t i ba  tanpa  

pember i t ahuan  te r l eb i h  dahu lu ,  padaha l  Tergugat  

ada lah  Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan  Per tamanan  Kota  

Bogor  yang  seharusnya  secara  kons is t en  memper tahankan  

dan  melaksanakan  Sura t  Keputusan  Wal iko ta  Bogor  Nomor  

645.8 - 372  Tahun  2006  te r t angga l  13  Ju l i  2006  ten tang  

Iz i n  Mendi r i k an  Bangunan,  bukan  malah  membekukannya  ;

D.   Gugatan  Masih  Dalam Tenggang  Waktu   ;

1. Bahwa   berdasarkan  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  junc to  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

te lah  dinya takan  "Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  da lam 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  

se jak  saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  

Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara"  ;
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2. Bahwa  Para  Penggugat  te l ah  mener ima  obyek  gugatan  

pada  tangga l  14  Februar i  2008,  seh ingga  gugatan  in i  

masih  berada  dalam tenggang  waktu  yang  di ten tukan  ;

E.   Dalam  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  ;

Bahwa  menginga t  adanya  keadaan  yang  sangat  mendesak,  

ya i t u  agar  dapat  d i l akukan  pembangunan  dan  kebutuhan  

mendesak  tempat  ibadah  ser ta  untuk  mencegah  semakin  

di rug i kannya  Para  Penggugat ,  berdasarkan  Pasal  67  ayat  

(2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986   junc to  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  yang  menyatakan  :  "Para  

Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  pe laksanaan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  di tunda  se lama  

pemer iksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sedang  

ber langsung  sampai  ada  Putusan  Pengad i l an  yang  

mempero leh  kekuatan  hukum te tap " ,  maka  Para  Penggugat  

dengan  in i  memohon kepada  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bandung  untuk  menunda  pe laksanaan  obyek  

gugatan  ;  

F.   Dalam Pokok  Sengketa  ;

Bahwa  adapun  dal i l - da l i l  yang  d ia j ukan  dalam  gugatan  

in i  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Bahwa  Gere ja  Kr is t en  Indones ia  (GKI )  Ja lan  

Pengad i l an  Nomor  35  Bogor  te l ah  mempero leh  Sura t  

Keputusan  Wal iko ta  Bogor  Nomor  645.8 - 372  Tahun  2006  

te r t angga l  13  Ju l i  2006  ten tang  Iz i n  Mendi r i k an  

Bangunan,  GKI  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  35 Bogor   ;   

2. Bahwa GKI  Ja lan   Pengad i l an  Nomor  35 Bogor ,  cq.  Sdr .  

Pnt .  Sumantoro  te lah  mener ima  sura t  Kepala  Dinas  

Tata  Kota  dan  Per tamanan  Nomor  503/208- DTKP per iha l  

Pembekuan Iz i n  te r t angga l  14 Februar i  2008 ;

3. Bahwa  menanggap i  d i te rb i t k annya  sura t  Kepala  Dinas  

Tata  Kota  dan  

Per tamanan  te rsebu t ,  Maje l i s  Jemaat  GKI  Ja lan  

Pengad i l an  Nomor        35 Bogor  te lah  mengi r im  sura t  

kepada  Wal iko ta  Bogor  Nomor  64/MJ-    GKI  
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Bgr / I I / 2 008 ,  per iha l  Kebera tan  dan  Penolakan  atas  

Sura t  Pembekuan  IMB  Gere ja  yang  di te rb i t k an  Kepala  

Dinas  Tata  Kota  dan  Per tamanan  Kota  Bogor ,  

te r t angga l   28  Februar i  2008,  yang  juga  di tembuskan  

kepada  Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan  Per tamanan  Kota  

Bogor ,  Kepala  Badan  Pengawasan  Daerah  Kota  Bogor ,  

Kepala  Bagian  Hukum Setdako t  Bogor ,  Kepala  Kanto r  

Sat .  Pol  P.P.  Kota  Bogor  dan  Forum Ulama dan  Ormas 

Is l am  se Kota  Bogor  ;  

4. Bahwa  da lam  rangka  mempero leh  Sura t  Keputusan  

Wal iko ta  Bogor  Nomor  645.8 - 372  Tahun  2006  te r t angga l  

13  Ju l i  2006  ten tang  Iz i n  Mendi r i k an  Bangunan,  GKI  

Ja lan  Pengadi l an  Nomor  35  Bogor ,  te lah  menempuh 

proses  yang  cukup  lama  dan  ber tahap  ser ta  te lah  

memenuhi  persyara tan  admin is t r a t i f  sebaga imana  

dia tu r  dalam  Sura t  Keputusan  Bersama  Menter i  Agama 

dan  Menter i  Dalam Neger i       Nomor  01/BER/  MDN-

MAG/1969  ten tang  Pelaksanaan  Tugas       Apara tu r  

Pemer in tahan  dalam  Menjamin  Keter t i b an  dan  

Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibada t  Agama 

oleh  Pemeluk-  Pemeluknya  ;  

5. Bahwa  pada  tangga l  10  Maret  2002,  penduduk  d i  

sek i t a r  tanah  mi l i k  GKI  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  35  

Bogor ,   se luas  1.721  m2 yang  te r l e t a k  di  Taman 

Yasmin  Sekto r  I I I  Kav l i ng  31  Ja lan  Ring  Road,  

Kelu rahan  Curug  Mekar ,  Kecamatan  Bogor  Bara t ,  Kota  

Bogor ,  te l ah  menandatangan i  Sura t  Pernya taan  yang  

pada  in t i n ya  mereka  (sebanyak  170  orang)  t i dak  

kebera tan  di  atas  seb idang  tanah  te rsebu t  d ibangun  

sebuah  Gedung  GKI  ;  

6. Bahwa  pada  tangga l  1  Maret  2003  te l ah  ber langsung  

musyawarah  yang  dihad i r i  127  orang  pemuda  Curug  

Mekar  dengan  Pani t i a  Pembangunan  Gere ja  GKI  dan  dar i  

GKI  Bogor .  Hasi l  musyawarah  te rsebu t  d i tu l i s k an  

dalam  bentuk  Ber i t a  Acara  yang  d i t anda tangan i  o leh  

Sdr .  Mahrup  Resmana (se laku  Ketua  Forum Pemuda Curug  
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Mekar)  dan  Sdr .  Abdul  Kodi r  Zaelan i  (se laku  

Penasehat  Forum  Pemuda  Curug  Mekar)  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  t i dak  kebera tan  d i  atas  seb idang  

tanah  te rsebu t  d ibangun  sebuah  Gedung GKI  ;  

7. Bahwa pada  tangga l  8  Januar i  2006  sebanyak  42  warga  

masyaraka t  Curug  Mekar  menandatangan i  Sura t  

Pernya taan  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  t i dak  

kebera tan  di  atas  seb idang  tanah  te rsebu t  d ibangun  

sebuah  Gedung GKI  ;  

8. Bahwa  pada  tangga l  12  Januar i  2006  juga  te l ah  

ber langsung  sos ia l i s a s i  rencana  pembangunan  gedung  

GKI  yang  dihad i r i  o leh  71  orang  penduduk  setempat  

atas  nama  masyaraka t  RW.  I ,  I I ,  I l l ,  IV  dan  VI  

Kelu rahan  Curug  Mekar  yang  te rd i r i  dar i  para  Ketua  

RW,  Ketua  RT,  Pengurus  DKM dan  Tokoh  Masyaraka t .  

Sete lah  mendengarkan  pen je lasan  yang  disampaikan  

oleh  Pani t i a  Pembangunan  Gedung  GKI ,  mereka  

menyatakan  te lah  memahami  is i  pen je l asan  te rsebu t  

dan  menyatakan  t i dak  kebera tan  dengan  rencana  

te rsebu t  dan mereka  s iap  mencip takan  kerukunan  hidup  

beragama secara  berdampingan  dan  menja lankan  ibadah  

sesua i  dengan  keyak inan  masing- masing ,   ser ta  

meminta  da lam  pelaksanaan  pembangunan  dan  

operas iona lnya  agar  menyerap  tenaga  ker j a  yang  ada  

di  wi layah  Kelu rahan  Curug  Mekar .  Sura t  Pernya taan  

in i  juga  dike tahu i  o leh  Ketua  LPM Kelu rahan  Curug  

Mekar  dan Lurah  Curug  Mekar  ;  

9. Bahwa  pada  tangga l  14  Januar i  2006,  sete lah  

mendengarkan  penje lasan  yang  d isampaikan  oleh  Kepala  

Kelu rahan  dan  Ketua  LPM  Kelu rahan  Curug  Mekar  

ten tang  adanya  rencana  pembangunan  gedung  GKI  Bogor  

di  atas  tanah  te rsebu t ,  sebanyak  25  orang  Tokoh  

Masyaraka t  Kelu rahan  Curug  Mekar  te l ah  

menandatangan i  Sura t  Keterangan  yang  pada  in t i n ya  

mereka  memaklumi  dan  t i dak  kebera tan  akan  rencana  

te rsebu t  dan mereka  s iap  mencip takan  kerukunan  hidup  
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beragama secara  berdampingan  dan  menja lankan  ibadah  

sesua i  dengan  keyak inan  masing- masing .  Sura t  

Pernya taan  in i  juga  di tanda tangan i  o leh  Ketua  LPM 

dan Lurah  Curug  Mekar  ;  

10. Bahwa  pada  tangga l  15  Januar i  2006  juga  te lah  

ber langsung  sos ia l i s a s i  rencana  pembangunan  gedung  

GKI  yang  dihad i r i  o leh  40  orang  warga  masyaraka t  

Perumahan Taman Yasmin  Sekto r  I I I  RW. VI I I  Kelu rahan  

Curug  Mekar .  Sete lah  mendengarkan  pen je lasan  yang  

disampaikan  oleh  Pani t i a  Pembangunan  Gedung  GKI,  

mereka  menyatakan  te lah  memahami  is i  pen je l asan  

te rsebu t  dan  menyatakan  t i dak  kebera tan  dengan  

rencana  te rsebu t  dan  mereka  s iap  mencip takan  

kerukunan  hidup  beragama  secara  berdampingan  dan  

menja lankan  ibadah  sesua i  dengan  keyak inan  masing-

masing .  Sura t  Pernya taan  in i  d ike tahu i  o leh  Ketua  

RW. VI I I ,  Ketua  dan Lurah  Curug  Mekar  ;

11. Bahwa pada  tangga l  3  Maret  2006,  Dinas  Lingkungan  

Hidup  dan  Kebers ihan  Kota  Bogor  juga  te l ah  

menerb i t kan  Saran  Tekn is  Nomor  660.1 /144 /DLHK  a.n .  

GKI  Jabar ,  Ja lan  Pengadi l an  Nomor  35  Bogor  

sehubungan  dengan  rencana  pembangunan  gedung  GKI  

te rsebu t  d i  atas  ;  

12. Bahwa  pada tangga l  14 Maret  2006,  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Bogor  juga  te l ah  menerb i t kan  Per t imbangan  

Tekn is  Penatagunaan  Tanah  Dalam  Rangka  Perubahan  

Penggunaan  Tanah  Nomor  460/20 /  PTPGT-SP/2006  atas  

nama GKI  Jabar  sehubungan  dengan  rencana  pembangunan  

gedung GKI  te r sebu t  d i  atas  ;  

13. Bahwa  pada tangga l  15 Maret  2006,  Dinas  Lalu  Lin tas  

dan  Angkutan  Ja lan  Kota  Bogor  juga  te l ah  menerb i t kan  

Peni l a i an  Saran  Tekn is  La lu  L in tas  Nomor  503/262-

DLLAJ  kepada  Pnt .  Sumantoro  atas  nama  GKI  Jabar  

sehubungan  dengan  rencana  pembangunan  gedung  GKI  

te rsebu t  d i  atas  ;

14. Bahwa pada  tangga l  12  Apr i l  2006,  Dinas  Binamarga  
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dan  Pengai ran  Kota  Bogor  juga  te l ah  menerb i t kan  

Sura t  Iz i n  Pembuatan  Ja lan  Masuk  Nomor  503/238 /018-

BINA  kepada  Pnt .  Sumantoro  atas  nama  GKI  Jabar  

sehubungan  dengan  rencana  pembangunan  gedung  GKI  

te rsebu t  d i  atas  ;  

15. Bahwa pada  tangga l  17 Apr i l  2006,  Kepala  Dinas  Bina  

Marga  juga  te lah  menerb i t kan  Sura t  Nomor  

610/319 /018- BIMA  per iha l  saran  tekn i s  sehubungan  

dengan  rencana  pembangunan  gedung  GKI  te rsebu t  d i  

atas  ;  

16. Bahwa pada  tangga l  30 Mei  2006,  Dinas  Tata  Kota  dan  

Per tamanan  Kota  Bogor  juga  te l ah  menerb i t kan  

Pengesahan  Si te  Plan  Pembangunan  Gere ja  GKI  Bogor  

te rsebu t  d i  atas  Nomor  645.8 /705- DTKP kepada  GKI  

Jabar  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  35  Bogor  sehubungan  

dengan  rencana  pembangunan  gedung  GKI  te rsebu t  d i  

atas  ;  

17. Bahwa sete lah  memer iksa  se lu ruh  persyara tan  te rsebu t  

d i  atas ,  Wal iko ta  Bogor  memutuskan  untuk  member ikan  

IMB  yang  dimohonkan  dengan  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  Wal iko ta  Bogor  Nomor  645.8 - 372  Tahun  2006  

te r t angga l  13  Ju l i  2006.  Sura t  Keputusan  te rsebu t ,  

atas  nama Wal iko ta  Bogor ,  d i t anda tangan i  o leh  Kepala  

Dinas  Tata  Kota  dan Per tamanan  Kota  Bogor  ;  

18. Bahwa  kemudian  Pemer in tah  Indones ia  te l ah  

mengeluarkan  Pera tu ran  Bersama   Menter i  Agama dan  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  9  Tahun  2006/Nomor  8 

Tahun  2006  ten tang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  

Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah  Dalam  Pemel iha raan  

Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum 

Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendi r i a n  Rumah 

Ibada t  ;  

19. Bahwa  secara  tegas  disebu tkan  dalam  Pasa l  29  

Pera tu ran  Bersama in i  bahwa   "Pera tu ran  perundang-

undangan  yang  te l ah  di te t apkan  oleh  Pemer in tah  

Daerah  waj ib  disesua i kan  dengan  Pera tu ran  Bersama 
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in i  pa l i ng  lambat  da lam jangka  waktu  2 (dua)  tahun" .  

Keten tuan  dalam  pasa l  te rsebu t  menegaskan,  bahwa 

Pera tu ran  Bersama  in i  te rgo long  sebaga i  lex  

spec ia l i s .  Oleh  karena  i t u ,  keten tuan  dalam Pasa l  15  

ayat  (1 )  Perda  Nomor  7  Tahun  2006  ten tang  Bangunan  

Gedung  yang  d i ru j uk  Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan  

Per tamanan  Kota  Bogor  da lam  menerb i t kan  Sura t  

Pembekuan  IMB  Gere ja  te r sebu t  d i  atas  harus  

dikesampingkan .  Hal  in i  d i t egaskan  dengan  berpedoman 

pada  asas  hukum bahwa  lex  spec ia l i s  deroga t  leg i  

genera l i  dan  lex  super i o r  deroga t  leg i  in fe r i o r .  

Dengan  demik ian ,  maka  Sura t  Kepala  Dinas  Tata  Kota  

dan  Per tamanan  Nomor   03/208-  DTKP per iha l  Pembekuan  

Iz i n  te r t angga l  14  Februar i  2008  te rgo long  sebaga i  

bata l  demi  hukum (van  rech tswege  nie t i g )  dan/a tau  

dapat  d iba ta l kan  ( vern ie t i g  verk l aa rd )  ;  

20. Bahwa oleh  karena  sa lah  satu  kons ide rans  "Menginga t "  

Pera tu ran  Bersama  te rsebu t  ada lah  Undang- Undang 

Nomor  39  Tahun  1999  ten tang  Hak Asas i  Manusia ,  maka 

penerapan  Pera tu ran  Bersama  te rsebu t  harus  pu la  

sesua i  (comply )  dengan  norma- norma  hukum Hak  Asas i  

Manus ia  pada  t i ngka t  Nasiona l  maupun  In te rnas i ona l .  

Dalam  Pasa l  8  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  

te rsebu t  d i t egaskan ,  "Per l i n dungan ,  pemajuan,  

penegakan  dan  pemenuhan  hak  asas i  manusia  te ru tama  

menjad i  tanggung  jawab  Pemer in tah " .  Leb ih  dar i  i t u ,  

da lam  Pasa l  281  ayat  (4 )  UUD 1945  Hasi l  Amandemen 

di t egaskan ,  "Per l i n dungan ,  kemajuan ,  penegakan ,  dan  

pemenuhan  Hak  Asas i  Manus ia  ada lah  tanggung  jawab  

Negara ,  te ru tama  Pemer in tah "  ;  

21. Bahwa  sa lah  satu  Hak  Asas i  Manusia  ada lah  hak  

beragama,  te rmasuk  hak  untuk  mendi r i k an  rumah 

ibada t ,  yang  t i dak  dapat  d iku rang i  da lam  keadaan  

apapun,  sebaga imana  yang  juga  di tegaskan  da lam 

kons ide rans  "Menimbang"  Pera tu ran  Bersama  te rsebu t .  

Pemer in tah  Indones ia ,  te rmasuk  Pemer in tah  Daerah  
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Kota  Bogor ,  te r i k a t  untuk  mel indung i ,  memajukan,  

menegakkan  dan  memenuhinya ,  o leh  karena  Pemer in tah  

Indones ia  te l ah  mengesahkan/mera t i f i k a s i  

In te rna t i o na l  Covenant  on Civ i l  and Pol i t i c a l  Righ ts  

1966 dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun   2005 ;  

22. Bahwa dengan  di te rb i t k annya  obyek  gugatan  te rsebu t ,  

maka Penggugat  merasa  te l ah  te r j ad i  pe langgaran  Hak 

Asas i  Manusia .  Untuk  i t u ,  Penggugat  te lah  mengadukan  

secara  langsung  per iha l  in i  kepada  Komnas  HAM di  

Jakar ta  pada  tangga l  10  Maret  2008.  Sebaga i  respons  

te rhadap  mater i  pengaduan  te rsebu t ,  Komnas HAM te lah  

mengi r im  sura t  kepada  Menter i  Agama  Republ i k  

Indones ia  Nomor  592/K /PMT/ IV /08  per iha l  Penolakan  

Pembekuan  IMB Gere ja  Taman Yasmin  te r t angga l  7 Apr i l  

2008.  Pada  in t i n ya  Komnas  HAM meminta  k la r i f i k a s i  

dan  perkembangan  mengena i  permasa lahan  in i  kepada  

Menter i  Agama dalam  waktu  yang  t i dak  te r l a l u  lama.  

Sura t  Komnas  HAM te rsebu t  juga  di tembuskan  anta ra  

la i n  kepada  Menter i  Dalam Neger i ,  Wal iko ta  Bogor  dan  

Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan Per tamanan  Kota  Bogor  ;  

23. Bahwa  dalam  Pera tu ran  Bersama  te rsebu t  d i  atas  

dia tu r  per i ha l  "Penye lesa ian  Perse l i s i h an " .  Dalam 

Pasa l  21  ayat  (1 )  d isebu tkan ,  "Perse l i s i h an  ak iba t  

pend i r i an  rumah  ibada t  d ise lesa i kan  secara  

musyawarah  oleh  masyaraka t  setempat " .  Selan ju t nya ,  

da lam  ayat  (2 )  d isebu tkan ,  "Da lam  hal  musyawarah  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  t i dak  dicapa i ,  

penye lesa ian  perse l i s i h an  di l akukan  oleh  

Bupat i /Wa l i k o t a  diban tu  Kepala  Kanto r  Depar temen  

Agama  Kabupaten /Ko ta  mela lu i  musyawarah  yang  

di l akukan  secara  adi l  dan  t i dak  memihak  dengan  

mempert imbangkan  pendapat  atau  saran  FKUB 

Kabupaten /Ko ta ” .  Dan  dalam  ayat  (3 )  d isebu tkan ,  

“Da lam  hal  penye lesa ian  perse l i s i h an  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (2 )  t i dak  dicapa i ,  penye lesa ian  

perse l i s i h an  di l akukan  mela lu i  pengad i l an  setempat  ;  
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24. Bahwa  bi l a  meru juk  pada  keten tuan  dalam  Pasa l  21 

Pera tu ran  Bersama  te rsebu t ,  maka  je l as  bahwa  bi l a  

ada  pihak  ket i ga  (Forum  Ulama  dan  Ormas  Is l am  se-

Kota  Bogor )  yang  kebera tan  dengan  di te rb i t k annya  IMB 

Gere ja  te rsebu t  d i  atas ,  maka  langkah  per tama  yang  

harus  di tempuh  ada lah  bermusyawarah ,   langkah  kedua  

ada lah  musyawarah  dengan  d i f as i l i t a s i  o leh  Wal iko ta ,  

dan  langkah  ket i ga  adalah  rmereka  menempuh  upaya  

hukum ke  Pengad i l an .  Tegasnya ,  b i l a  musyawarah  t i dak  

berhas i l ,  maka  pihak  ket i ga  te rsebu t  (yang  t i dak  

setu ju  dengan  di te rb i t k annya  IMB Gere ja )  seharusnya  

disa rankan  o leh  Tergugat  untuk  menempuh upaya  hukum 

ke  Pengadi l an ,  agar  Pengad i l an  memutuskannya ,  t i dak  

dengan cara - cara  la i n  di  lua r  proses  hukum ;  

25. Bahwa dengan  berpedoman  pada  keten tuan  da lam  Pasa l  

21  Pera tu ran  Bersama  te rsebu t ,  dengan  ber landaskan  

pada  i t i k ad  ba ik ,  Maje l i s  Jemaat  GKI  Ja lan  

Pengad i l an  Nomor  35  Bogor  te l ah  mengi r im  sura t  

kepada  Wal iko ta  Bogor  Nomor  82/MJ- GKI  Bgr / I I I / 2 0 08 ,  

per iha l  Tindak  Lan ju t  Per temuan  dengan  Wal iko ta  

Bogor  pada  28  Februar i  2008  per iha l  Pembekuan  IMB 

Gere ja ,  te r t angga l  28  Maret  2008.  Dalam sura t  in i ,  

Maje l i s  Jemaat  GKI  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  35  Bogor ,  

memohon  agar  Wal iko ta  Bogor  dapat  menyelenggarakan  

musyawarah  anta ra  Maje l i s  Jemaat  GKI  Ja lan  

Pengad i l an  Nomor  35  Bogor  dan  p ihak  ket i ga  (Forum 

Ulama dan  Ormas Is l am  se- Kota  Bogor )  yang  kebera tan  

di t e rb i t k annya  IMB  Gere ja  te rsebu t  d i  atas .  

Permohonan  Maje l i s  Jemaat  GKI  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  

35 Bogor  kepada  Wal iko ta  te rsebu t  meru juk  pada  has i l  

per temuan  sebe lumnya  (28  Februar i  2008  d i  Rumah 

Dinas  Wal iko ta  Bogor )  anta ra  Wal iko ta  Bogor  dan  

Maje l i s  Jermaat  GKI  Ja lan  Pengad i l an  Nomor  35  

Bogor  ;  

26. Bahwa berdasarkan  Pasa l  6 ayat  (1 )  Pera tu ran  Bersama 

te rsebu t ,  Bupat i /Wa l i k o t a  dibe r i  wewenang  untuk  

12
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menerb i t kan  IMB  rumah  ibada t ,  dan  t i dak  dia tu r  

wewenang  Bupat i /Wa l i k o t a  untuk  mencabut  dan/a tau  

membekukan  IMB  rumah  ibada t ,  apa lag i  Kepala  Dinas  

Tata  Kota  dan Per tamanan  yang  melakukannya  yang  nota  

bene  bukan  atas  nama  Wal iko ta  (da lam  kasus  

pernbekuan  IMB  Gere ja  te rsebu t  d i  atas ) .  Hal  in i  

cukup  je l as ,  bukan  sa ja  karena  bentuk  hukum 

"Pembekuan  Iz i n "  t i dak  dikena l  da lam  Pera tu ran  

Bersama  te rsebu t ,  te tap i  juga  satu - satunya  proses  

hukum yang  dapat  d i tempuh  oleh  pihak  manapun  untuk  

membata lkan  IMB  Gere ja  te r sebu t  d i  atas  hanya lah  

mela lu i  Pengad i l an .  Pembata lan ,  pencabutan ,  

pembekuan,  dan/a tau  perbua tan  hukum  se jen i s  yang  

di l akukan  di  lua r  proses  perad i l an  dapat  d igo longkan  

sebaga i  perbua tan  melawan hukum ;

27. Bahwa oleh  karena  pembekuan iz i n  IMB Gere ja  te rsebu t  

d i  atas  d i l akukan  oleh  pejaba t  dan/a tau  ins tans i  

yang  t i dak  berwenang  (da lam  hal  in i  adalah   Kepala  

Dinas  Tata  Kota  dan  Per tamanan  Kota  Bogor ) ,  maka 

Sura t  Pembekuan  Iz i n  te rsebu t  bata l  demi  hukum 

dan/a tau  dapat  d iba ta l kan  ;  

28. Bahwa dar i  perspek t i f  hukum admin is t r a s i ,  per lu  pu la  

disampaikan  bahwa  Sura t  Pembekuan  IMB  Gere ja  Nomor  

503/208- DTKP te rsebu t  d i  atas  t i dak  memenuhi  syara t  

fo rmi l  s t ruk tu r  Sura t  Keputusan  seorang  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara .  Tidak  seper t i  ha lnya  Sura t  Keputusan  

Wal iko ta  Bogor  Nomor   645.8 - 372  Tahun  2006  

te r t angga l  13  Ju l i  2006  te rsebu t  d i  atas  (yang  

di l engkap i  dengan  Kons ide rans  Menimbang,  Menginga t ,  

Memutuskan  dan  Menetapkan) ,  Sura t  Pembekuan  IMB 

Gere ja  te rsebu t  sama seka l i  t i dak  di l engkap i  dengan  

Kons ide rans  apa pun ;  

29. Bahwa  Sura t  Pembekuan  Iz i n  IMB Gere ja  te rsebu t  d i  

atas  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik ,  yang  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  suatu  alas  

Gugatan  yang  kuat  dan sah  ke  Pengad i l an ,  sebaga imana  
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dimaksud  dalam  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ;  

30. Bahwa  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  yang  

te lah  di l anggar  o leh  Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan  

Per tamanan  Kota  Bogor  (dengan  meru juk  pada  

Ind rohar t o ,  1993 :  177- 184)  ia l ah  sebaga i  ber i ku t  :  

a. Asas  Kecermatan  Formal .  Asas  in i  

pada  in t i n ya  menegaskan  bahwa dalam 

mempers iapkan  penerb i t an  Sura t  

Pembekuan  IMB Gere ja  te r sebu t  harus  

di l akukan  dengan  s ikap  ju j u r  dar i  

ins tans i  yang  mengeluarkan  Keputusan  

te rsebu t .  Pada  waktu  mempers iapkan  

Sura t  Pembekuan  IMB  Gere ja  i t u  

ins tans i  yang  bersangku tan  harus  

sudah  mempero leh  gambaran  yang  je l as  

mengenai  semua  fak ta - fak ta  yang  

re levan  maupun  semua  kepent i ngan  

yang  te rsangku t ,  utamanya  

kepent i ngan  per l i n dungan ,  pemajuan,  

penegakan  dan  pemenuhan  hak  asas i  

manus ia  ;  

b. Asas  Fai r  Play .  Asas  in i  pada 

in t i n ya  menegaskan  bahwa  ins tans i  

yang  mengeluarkan  Sura t  Pembekuan  

IMB Gere ja  i t u  harus  bers i kap  t i dak  

menghalang- halang i  kesempatan  pihak  

yang  mener ima  IMB  Gere ja  untuk  

melan ju t kan  pembangunan  rumah ibada t  

yang  IMB- nya  te l ah  di te r b i t k an  

sebe lumnya  (13  Ju l i  2006)  ;  

c . Asas  Kepercayaan  atau  Asas  Harapan-

harapan  yang  te l ah  di t imbu l kan .  Asas  

in i  pada  in t i n ya  menegaskan  bahwa 
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apab i l a  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  te l ah  menimbulkan  

harapan- harapan  dengan  jan j i - jan j i ,  

maka jan j i - jan j i  semacam i t u  jangan  

di i ngka r i  (baca  :  d ibekukan) .  Dalam 

asas  in i  d i t egaskan  pula  bahwa ka lau  

melakukan  peno lakan  atas  suatu  

permohonan  (da lam  hal  in i  ada lah  

pembekuan  IMB  Gere ja ) ,  b i l a  ha l  

te rsebu t  d i l akukan  hanya  sekedar  

dengan  menunjuk  sa ja  pada  pera tu ran  

keb i j akan  yang  te lah  dike lua rkan  

(da lam  kasus  in i  adalah  Pasa l  15 

ayat  (1 )  Perda  Nomor  7  Tahun  2006  

dan  Rekomendas i  Nomor  601/389- Pem 

tangga l  15  Februar i  2006) ,  maka ha l  

i t u  t i dak  dapat  d ibenarkan  karena  

kurang  kuat  dasar  hukumnya ;  

d. Asas  Kecermatan  Mater i l .  Asas  in i  

pada  in t i n ya  menghendak i  agar  

kerug ian  yang  di t imbu l kan  (sebaga i  

ak iba t  dar i  d i t e rb i t k annya  Sura t  

Pembekuan  Iz i n )  i t u  jangan  sampai  

melampaui  yang  dipe r l u kan  untuk  

mel indung i  suatu  kepent i ngan  yang  

harus  di l akukan  dengan  cara  

mengeluarkan  Keputusan  yang  

bersangku tan .  Je las  bahwa  sura t  

Pembekuan  IMB  Gere ja  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Kepala  Dinas  Tata  

Kota  dan  Per tamanan  te rsebu t  d i  

atas ,  nyata - nyata  te l ah  menimbulkan  

pelanggaran  hak  asas i  manus ia  dan  

te rgo long  sebaga i  yang  melampaui  

keper l uan  untuk  mel indung i  suatu  

kepent i ngan  te r t en t u  yang  nota  bene 
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patu t  d iduga  se jauh  in i  t i dak  je l as  

kepent i ngannya  ;  

31. Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  te rbuk t i  

dengan  sah  dan  

meyak inkan  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

berupa  obyek  gugatan  bukan  sa ja  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  ten tang  Hak Asas i  

Manus ia  ser ta  Pera tu ran  Bersama  Menter i  Agama dan  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  9  Tahun  2006/Nomor  8 

Tahun  2006  ten tang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  

Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah  Dalam  Pemel iha raan  

Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum 

Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendi r i a n  Rumah 

Ibada t  ;  

32. Bahwa dengan  demik ian  alasan- alasan  Para  Penggugat  

untuk  mengajukan   gugatan   sebaga imana   dia tu r  

da lam   Pasal   53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  te lah  te rpenuh i  ;   

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  agar  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Penundaan  :  

Menunda  pe laksanaan  obyek  sengketa  berupa  Sura t  Nomor  

5031208- DTKP per iha l  Pembekuan  lz i n  te r t angga l  14 Pebruar i  

2008 ;  

Dalam Pokok  Sengketa  :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Nomor  503/208-

DTKP per iha l  Pembekuan  Iz i n  te r t angga l  14  Februar i  

2008 ;

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Nomor   503/208- DTKP per iha l  Pembekuan  Iz i n  
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te r t angga l  14 Februar i  2008 ;  

4. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :

I .    DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE :  

GUGATAN DITANDATANGANI  DAN DIAJUKAN OLEH PIHAK  YANG 

TIDAK MEMPUNYAI  WEWENANG (LEGITIMA  PERSONA IN  STANDI  

JUDICIO)  UNTUK  BERTINDAK  SEBAGAI  KUASA  PARA 

PENGGUGAT ;

1. Bahwa da lam sura t  gugatan  Para  Penggugat  te r t angga l  7 

Mei  2008  dalam  perkara  in i ,  pada  halaman  per tama  

paragra f  te rakh i r  d inya takan  bahwa :  

"Para  Penggugat  dengan  in i  member ikan  sura t  kuasa  

khusus  tangga l  6 Mei  2008   kepada  :  

Nama :  1.  MAHA KATY,  SH ;

2.  FATMAWATI DJUGO, SH ;

3.  UJANG SUJATI ,  SH ;

4.  R.P.  RUSTAM EFENDI,  SH ;

(Ket .  :  Gar is  bawah o leh  Tergugat )  ;

Dengan  adanya  perya taan  Para  Penggugat  "member i kan  

Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  6  Mei  2008"  kepada  empat  orang  yang  

menandatangan i  sura t  gugatan  te r t angga l  7  Mei  2008  

te rsebu t ,  maka  je l as l ah  bahwa  yang  dibe r i kan  oleh  

Para  Penggugat  kepada  empat  orang  te rsebu t  ada lah  

benda  ( zaak)  berupa  ker tas ,  ya i t u  Sura t  Kuasa  

te r t angga l  6  Mei  2008,  bukan  Kuasa/Kewenangan  

( las tgev i ng )  untuk  ber t i ndak .  Sehingga  dengan  

demik ian ,  anta ra  Para  Penggugat  dan  empat  orang  

te rsebu t  t i dak l ah  te r j ad i  perbua tan  hukum pember ian  

Kuasa  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasal  1792  

KUHPerdata  yang  berbuny i  :  

"Pember ian  Kuasa  ada lah  suatu  per jan j i a n  dengan  mana 

seorang  member ikan  kekuasaan  kepada  orang  la i n ,  yang  
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mener imanya  untuk  atas  namanya  menyelenggarakan  suatu  

urusan“  ;

Dar i  buny i  Pasal  1792  KUHPerdata  te rsebu t  te l ah  je l as  

bahwa  Per jan j i a n  Kuasa  adalah  perbua tan  pember ian  

Kuasa,  bukan  pember ian  benda berupa  Sura t  Kuasa ;

Dengan kata  la i n ,  secara  hukum pember ian  benda  berupa  

ker tas  sura t  Kuasa  t i dak l ah  bera r t i  atau  iden t i k  

dengan  pember ian  kuasa ,  mela inkan  hanya  semata- mata  

pember ian  sura t ,  bukan  pember ian  hak  atau  wewenang ;  

2. Bahwa di  da lam  sura t  gugatan  te r t angga l  7  Mei  2008  

pada  halaman  per tama  paragra f  te rakh i r  d inya takan  

"Para  Penggugat  dengan  in i  member ikan  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  6  Mei  2008. . .  " ,  dan  t i dak  ada  bag ian  

se lan ju t nya  ten tang  kedudukan  hukum empat  orang  yang  

menandatangan i  Sura t  Gugatan  te rsebu t ,  ya i t u  Maha 

Katy ,  S.H. ,  Fatmawat i  Djugo,  S.H. ,  Ujang  Suja i ,  S.H. ,  

dan  R.P.  Rustam  Efend i ,  S.H. ,  sebaga i  Kuasa  dar i  

Nugroho ,  Johana  Pat t ynasa rany ,  dan  Het ty  Hermawat i  

Tjahyad i  da lam  menandatangan i  dan  mengajukan  sura t  

gugatan    te rsebu t  ;

Dengan  demik ian ,  Sura t  Gugatan  te rsebu t  semata- mata  

penutu ran  bahwa  Nugroho,  Johana  Pat t ynasa rany ,  dan  

Het ty  Hermawat i  Tjahyad i  hanya lah  member i kan  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l  6 Mei  2008  kepada  empat  orang  

yang  menandatangan i  Sura t  Gugatan  te rsebu t ,  bukan lah  

menyatakan   d iwak i l i    o leh   empat   orang   te rsebu t .  

Seka l i pun  

Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  6 Mei  2008  te rsebu t  ada  

dan  di l amp i r kan ,  Sura t  Kuasa  te rsebu t   t i dak l ah  

digunakan  sebaga i  dasar  kewenangan  bag i  empat  orang  

te rsebu t  untuk  ber t i ndak  atas  nama  dan  mewaki l i  

Nugroho ,  Johana  Pat t ynasa rany ,  dan  Het ty  Hermawat i  

Tjahyad i  da lam  mengajukan  dan  menandatangan i  sura t  

gugatan  te rsebu t  ;  

Berdasarkan  hal  te rsebu t ,  maka  yang  seharusnya  

menandatangan i  dan  
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mengajukan  sura t  gugatan  te r t angga l  7  Mei  2008  

te rsebu t  ada lah  Nugroho,  Johana  Pat t ynasa rany ,  dan  

Het ty  Hermawat i  Tjahyad i ,  bukan  Maha  Katy ,  S.H. ,  

Fatmawat i  Djugo,  S.H. ,  Ujang  Suja i ,  S.H. ,  dan  R.P.  

Rustam Efend i ,  S.H.  ;  

3. Bahwa karena  dalam perkara  in i  :  

( i )    Yang  te r j ad i  ada lah  pember ian  benda  in  casu  

Surat  Kuasa Khusus  te r t angga l  6 Mei  2008 dan bukan  

pember ian  kuasa   dan ;  

( i i )  Sura t  Kuasa  te rsebu t  te l ah   t i dak  d igunakan  

sebaga i  dasar  kewenangan  bag i  empat  orang ,  ya i t u  

Maha  Katy ,  S.H. ,  Fatmawat i  Djugo,  S.H. ,  Ujang  

Suja i ,  S.H. ,  dan  R.P.  Rustam Efend i ,  S.H. ,  untuk  

menandatangan i  dan  mengajukan  sura t  gugatan  

te r t angga l  7  Mei  2008,  yang  seharusnya  

di t anda tangan i  dan  dia j ukan  oleh  Nugroho ,  Johana  

Pat t ynasa rany ,  dan  Het ty  Hermawat i  Tjahyad i ,  maka 

sura t  gugatan  te r t angga l  7 Mei  2008 te rsebu t  te lah  

di t anda tangan i  dan  dia j ukan  o leh  orang- orang  yang  

t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  i t u ,  o leh  

karenanya ,  menuru t  hukum  gugatan  in i  harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k  

Verk laa rd )   ;

I I .   EXCEPTIE OBSCUUR LIBELL :

     PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH TIDAK JELAS ;

4. Bahwa   da lam  sura t  gugatan  te r t angga l  7  Mei  2008  

dinya takan  bahwa  Nugroho,  Johana  Pat tynasa rany ,  dan  

Het ty  Hermawat i  Tjahyad i  ada lah  disebu t  Para  

Penggugat .  Dengan  menyebutkan  di r i  mereka  sebaga i  

'Para '  Penggugat ,  bukan  Penggugat ,  maka  p ihak  yang  

menggugat  da lam  perkara  in i  leb ih  dar i  satu  subyek  

hukum yang  masing- masing  berd i r i  send i r i  ;  

5. Bahwa dengan  demik ian  o leh  karena  ha l  te rsebu t ,  sura t  

gugatan  menjad i  t i dak  je l as  atau  malah  kot rad i k t i f  

karena  disebu tkan  bahwa  Para  Penggugat  mengajukan  

gugatan  ber t i ndak  dalam  kedudukan  dan  jaba tannya  
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masing- masing  sebaga i  Ketua ,  Sekre ta r i s ,  dan  

Bendahara  Gere ja  Kr i s t en  Indones ia  (GKI )  Pengad i l an .  

Hal  in i  bera r t i  bahwa  ket i ga  orang  te rsebu t  

mengajukan  gugatan  ber t i ndak  dalam  kapas i t asnya  

se laku  organ  dar i  satu  subyek  hukum,  ya i t u  GKI  

Pengad i l an  ;

6. Bahwa   ak iba tnya ,  gugatan  in i  sangat  t i dak  je l as  

s iapa  Penggugatnya ,  apakah  t i ga  orang  sebaga i  t i ga  

subyek  hukum yang  masing- masing  berd i r i  send i r i  d i  

anta ra  mereka  yang  ber t i ndak  secara  bersamaan  

seh ingga  mereka  menyebutkan  d i r i  mereka  sebaga i  Para  

Penggugat ,  ataukah  GKI  Pengadi l an  sebaga i  satu  subyek  

hukum yang  diwak i l i  o leh  t i ga  orang  te rsebu t  sebaga i  

organ  dar i  GKI  Pengadi l an  ;  

7. Bahwa  dengan  t i dak  je l asnya  s iapa  Penggugat  da lam 

gugatan  perkara  in i ,  maka  dalam  perkara  in i  menjad i  

t i dak  je l as  pu la  kepent i ngan  pihak  mana  yang  

di rug i kan  oleh  Tergugat  :  GKI  Pengadi l an  ataukah  Para  

Penggugat ,  Apabi l a  Nugroho,  Johana  Pat t ynasarany ,  dan  

Het ty  Hermawat i  Tjahyad i  mengajukan  gugatan  in i  

mewaki l i  GKI  Pengad i l an  sebaga i  satu  subyek  hukum,  

mengapa  mereka  menyebutkan  d i r i  mereka  sebaga i  Para  

Penggugat   ;

8. Bahwa  oleh  karena  gugatan  in i  d ia jukan  oleh  pihak  

yang  subyek  hukumnya  t i dak  je l as  ( obscuur  l i be l ) ,  

maka  menuru t  hukum gugatan  in i  harus lah  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k   Verk laa rd )  ;

I I I .  TIDAK ADA KUALIFIKASI  PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 

DILAKUKAN TERGUGAT ( ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD)  ;  

9. Bahwa  dalam  sura t  gugatan  t i dak  d isebu tkan  

kua l i f i k a s i  ten tang  perbua tan  Tergugat  dalam 

menerb i t kan  obyek  gugatan  ;  

10. Bahwa  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  53  ayat  (2 )  

Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  junc to  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  obyek  gugatan  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  
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Negara  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  atau  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,   yang  d isebu t  dengan  

Perbuatan  Melawan  Hukum oleh  Penguasa  ( onrech tmat i ge  

overhe ids  daad )  ;  

11. Bahwa  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  ada lah  sebaga i  ak iba t  

hukum  dar i  Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh  Penguasa  

( onrech tmat i ge  overhe ids  daad )   yang  di l akukan  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  suatu  

keputusan  ;  

12. Bahwa da lam sura t  gugatan  te r t angga l  7  Mei  2008  in i  

ba ik   da lam  pos i t a    maupun  dalam  pet i t um   t i dak  

te rcan tum    kua l i f i k a s i     yang  menyatakan   Tergugat  

te lah   melakukan   Perbuatan   Melawan   Hukum Penguasa  

( onrech tmat i ge  overhe ids  daad )  sebaga i  dasar  untuk  

menuntu t  obyek  gugatan  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah,  o leh  karenanya  menuru t  hukum  gugatan  in i  

harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  

Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

Bahwa berdasarkan  Ekseps i  :  

I .       DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE ;   

I I .      EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL ;  dan 

I I I .   TIDAK ADA KWALIFIKASI  PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 

DILAKUKAN TERGUGAT ;  

maka ada lah  bera lasan  menuru t  hukum gugatan  in i  harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k  

Verk laa rd )  ;  

DALAM PENUNDAAN :

13. Bahwa permohonan  penundaan  te rsebu t  harus lah  di t o l a k  

oleh  karena  :

-   Gugatan  di tanda tangan i  dan  d ia jukan  oleh  orang-

orang  yang  t i dak  

mempunya i  kewenangan untuk  ber t i ndak  ;

- Tidak  te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak  
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untuk  dikabu l kannya  permohonan  penundaan  

pelaksanaan  Sura t  Tergugat  Nomor   5031208-

DTKP te r t angga l  14  Februar i  2008  per i ha l  

Pembekuan  Iz i n  sebaga imana  d imaksud  dalam 

Pasa l  67  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor   5 

Tahun  1986  junc to  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ( "UU PTUN")  ;  dan 

- Apabi l a  dikabu l kan  dapat  menimbulkan  

keresahan  di  masyaraka t  sebaga imana  

disampaikan  oleh  warga  RT 06,  RT 08/RW 08 

Curug  Mekar ,  Kecamatan  Bogor  Bara t  (Lokas i  

Pembangunan  Gere ja )  dan  Forum  Ulama  ser ta  

Ormas Is l am  Sekota  Bogor   ;

Bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  

Nomor  41/G/2008 /PTUN.  BDG,  tangga l  4  September   2008  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Eksepsi  :

Menolak  ekseps i  Tergugat  ;

Dalam pokok sengketa  :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan   bata l   Sura t   Kepala   Dinas  Tata   Kota  

dan Per tamanan  Kota  

Bogor  Nomor  503/208- DTKP  Per iha l  Pembekuan  Iz i n  

te r t angga l  14 Februar i  2008 ;

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Kepala  Dinas  Tata  Kota  dan  Per tamanan  Kota  Bogor  

Nomor  503/208- DTKP Per iha l  Pembekuan  Iz i n  te r t angga l  

14 Februar i  2008 ;

4. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i  se jumlah  Rp.  59.000 ,00  ( l ima  

puluh  sembi l an  r ibu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an   Tingg i  Tata  

Usaha Negara  Jakar t a  Nomor  241/B /2008 /PTTUN.JKT,  tangga l  2  

Februar i  2009 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :
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- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Tergugat /Pemband ing  

;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung  Nomor  41/G/2008 /PTUN.BDG  tangga l  04 

September  2008 yang  dimohonkan  band ing  ;

- Menghukum Tergugat /Pemband ing  untuk  membayar  biaya  

proses  dalam  kedua  t i ngka t  perad i l an  yang  untuk  

t i ngka t  band ing  sebesar  Rp.  164.000 , -  (se ra tus  enam 

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  

241/B /2008 /PTTUN.JKT,  tangga l  2  Februar i  2009  

dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Tergugat /Pemband ing  pada  tangga l  11 Februar i  2009  kemudian  

te rhadapnya  o leh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Tergugat /Pemband ing  dengan  peran ta raan  kuasanya,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  1  September   2009  

dia j ukan  permohonan  penin jauan  kembal i  secara  te r t u l i s  

pada  tangga l  2  September   2009,   permohonan  mana d i i ku t i  

dengan  alasan- alasannya  yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an   Tata  Usaha  Negara  Bandung   pada  tangga l  16  

September  2009 ;

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  penin jauan  

kembal i  te rsebu t  te l ah  dibe r i t a hukan    kepada    p ihak  

lawan    dengan   seksama pada  tangga l  16  September   2009,  

kemudian   te rhadapnya  o leh  pihak  lawannya  te lah   d ia j ukan  

jawaban  yang  di te r ima  d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Bandung  pada tangga l  5 Oktober  2009 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pen in jauan  kembal i  

d ia j ukan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat /Pemband ing  pada  tangga l  2  September  2009  

sedangkan  pember i t ahuan  is i  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  yang  dimohonkan  pen in jauan  kembal i  

d i t e r ima  pada  tangga l  11  Februar i  2009  dengan  demik ian  

penga juan  permohonan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t  te l ah  
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melampaui  tenggang  waktu  180  (se ra tus  delapan  puluh)  har i  

sebaga imana  yang  di ten tukan  dalam Pasal  69 huru f  c  Undang-

Undang Nomor  14 Tahun 1985 sebaga imana  te l ah  d iubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  

dengan  Undang- Undang  Nomor  3 Tahun  2009,  maka o leh  karena  

i t u  permohonan  penin jauan  kembal i  te rsebu t  harus  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;   

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  pen in jauan  

kembal i  dar i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d inya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima ,  maka  b iaya  perkara  dalam  pemer iksaan  

pen in jauan  kembal i  in i  d ibebankan  kepada  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  ;  

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  dan  perubahan  

kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I  

Menyatakan  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i   :  KEPALA  DINAS  TATA  KOTA  DAN 

PERTAMANAN KOTA BOGOR   te rsebu t  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Menghukum Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  pemer iksaan  penin jauan  kembal i  in i  

sebesar  Rp.  2.500 .000 , -   (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  Kamis ,  tangga l  9  Desember  2010  

oleh   Dr .  H.  Imam Soebech i ,  S.H. ,  M.H.  Hakim  Agung  yang  

di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung   sebaga i  Ketua  

Maje l i s ,  Prof .  Dr .  Val l e r i n e  J.L .K . ,  S.H. ,  M.A.  dan Mar ina  

Sidabu ta r ,  S.H. ,  M.H. ,  Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  

dan  diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  
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i tu  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  

te rsebu t  dan  diban tu  oleh  Subur  MS.,  S.H. ,  M.H.   Pani te ra  

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim  –  Hakim  Anggota  :  

K e t  u a,

                     t t d .  

t t d .  

Pro f .  Dr .  Val l e r i n e  J.L .K . ,  S.H. ,  M.A.                 Dr .  

H.  Imam Soebech i ,  S.H. ,  M.H.                 

                     t t d .  

Mar ina  Sidabuta r ,  S.H. ,  M.H.

Biaya  –  Biaya  :  

Pani te ra  Penggant i ,

1.  M e  t  e  r  a  i  ……………. Rp.         6.000 , -  

t t d .  

2.  R  e  d  a  k  s  i  …………… Rp.         5.000 , -  

Subur  MS.,  S.H. ,  M.H.                 

3.  Admin is t r a s i  …………… Rp.  2.489 .000 , -

              Jumlah       =        Rp.  2.500 .000 , -

                             ============ 

Untuk Sal inan

MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te ra

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara,

ASHADI,  SH.

NIP.  220000754
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